BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan dalam kehidupan manusia senantiasa berkembang
seiring dengan tumbuh kembangnya manusia, ia merupakan persoalan
yang dialami oleh manusia dari waktu ke waktu. Dalam Islam, sejak
peradaban kejadian manusia dimana sejak Adam dan Hawa diciptakan
kejahatan itu sudah mulai ada, terbukti dilakukannya pelanggaran oleh
Adam dan Hawa atas perintah Allah Swt.! Menyatakan bahwa Adam tidak
mempunyai kemampuan yang kuat untuk menjalankan perintah-Nya,
sebagaimana firman-Nya dalam Al-qur’an surat Taha ayat 115 yang

berbunyi sebagai berikut :

o bdobobd bgoodt bddbobdood bobobddao
goubodn dgudgodd dooubod googobdood bdoodo
gupogo guogodad

Dan sesungguhnya telah Kami perintahkan kepada Adam dahulu,

Maka ia lupa (akan perintah itu), dan tidak kami dapati padanya
kemauan yang kuat.?

Dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia suatu perbuatan

dikategorikan sebagai “kejahatan” apabila perbuatan itu memenuhi tiga

unsur yaitu, pertama : perbuatan anti sosial yang melanggar hukum atau

undang — undang, kedua : perbuatan mana yang dilakukan dengan sengaja,

ketiga : perbuatan mana diancam dengan hukuman. Dengan kata lain

' Abdul Qadir Audah, At-Tasyri’ Al-Jindi Al-Islami, Cet. 14 (Beirut: Ar-Risalah, 1998), 66.
2 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannaya, (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004),
693.



dikatakan sebagai kejahatan apabila dalam perbuatan tersebut terdapat
unsur kesengajaan dan kerugian yang ditimbulkan serta harus ada undang
— undang yang menentukan.’

Kejahatan mengenai pemalsuan atau disingkat kejahatan
pemalsuan adalah berupa kejahatan yang didalamnya mengandung unsur
keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (obyek), padahal
sesungguhnya bertentangan dengan sebenarnya. Perbuata pemalsuan
ternyata merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap 2 (dua) norma dasar
yaitu :*

1. Kebenaraan atau kepercayaan yang kebenaranya dapat tergolong
kelompok kejahatan penipuan.

2. Ketertiban masyarakat yang pelanggarannya tergolong dalam
kelompok kejahatan terhadap Negara dan kejahatan umum.

Di dalam Kitab Undang — Undang Hukum Pidana, kejahatan
mengenai  pemalsuan dimuat dalam buku Il yang kemudian
dikelompokkan menjadi 4 golongan yang didasarkan atas objek kejahatan
diantaranya, kejahatan sumpah palsu (Bab 1X), kejahatan pemalsuan uang
(Bab X), kejahatan pemalsuan materai dan merek (Bab XI), dan kejahatan
pemalsuan surat (Bab XI1).°

Perbuatan pemalsuan dapat digolongkan pertama - tama dalam

kejahatan penipuan, sehingga tidak semua perbuatan adalah pemalsuan.

¥ Abd. Wahid dan Muhammad Irfan, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokat
atas Hak Asasi Perempuan), 28.

* Adami Chazawi, Kejahatan Mengenai Pemalsuan, 5.

5 .
Ibid, 3.



Perbuatan pemalsuan tergolong kelompok kejahatan penipuan apabila
seseorang memberikan gambaran tentang sesuatu keadaan atas barang
(misalnya surat) seakan - akan asli atau benar, sedangkan sesungguhnya
keaslian atau kebenaran tersebut tidak dimilikinya.®

Tindak pidana pemalsuan surat atau membuat surat palsu
merupakan tindakan yang sangat terela dan tidak bermoral, sehingga jal ini
sangat bertentangan dengan Hukum Islam dan Hukum Positif. Dalam
Kitab Undang — Undang Hukum Pidana, kejahatan pemalsuan surat diatur
dalam pasal 263 ayat (1) dan (2), diantaranya sebagai berikut :’

(1) “Barangsiapa membuat seara tidak benar atau memalsukan surat yang
dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau
yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud
untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah —
olah isinya benar dan tidak dipalsukan, diancam, jika pemakaian
tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan
pidana penjara paling lama enam tahun”.

(2) “Dianam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja
memakai surat yang isinya tidak benar atau yang palsu, seolah — olah
benar dan tidak dipalsukan, jika pemakaian surat itu dapat

menimbulkan kerugian”.

Tindak pidana pemalsuan surat itu sendiri dapat digolongkan
dalam spesifiknya yang lebih khusus yaitu :2

1. Tindak pidana pemalsuan surat dalam bentuk pokok

6 .
Ibid., 9.

’ Dr. Andi Hamzah, SH, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan KUHAP, (Jakarta: PT. Rineka
Cipta, 1992), 105.

® Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), 59.



2. Tindak pidana pemalsuan surat khusus

3. Tindak pidana pemalsuan surat otentik dengan isi keterangan palsu

4. Tindak pidana pemalsuan surat keterangan dokter

5. Tindak pidana pemalsuan surat ketengan kelakuan baik

6. Tindak pidana pemalsuan keterangan jalan dan ijin masuk bagi orang
asing

7. Tindak pidana pemalsuan pengantar kerbau dan sapi

8. Penyimpanan barang atau bahan untuk dipergunakan dalam pemalsuan
surat khusus

Membuat surat palsu adalah membuat sebuah surat yang seluruh
atau sebagian isinya palsu. Palsu artinya tidak benar atau bertentangan
dengan yang sebenarnya. Membuat surat palsu ini dapat berupa :°

1. Membuat sebuah surat yang sebagian atau seluruhnya isi surat tidak
sesuai atau bertentangan dengan kebenaran (intellectual valschheid).

2. Membuat surat seolah - olah surat itu berasal dari orang lain selain
sipembuat surat. Membuat surat palsu yang demikian ini disebut
dengan pemalsuan materiil (materiele valschheid). Palsunya surat atau
tidak benarnya surat terletak pada asalnya atau si pembuat sutrat.

Dari rumusan pasal diatas, tidak setiap tindakan memuat surat
palsu dikenakan hukuman, tetapi diadakan pembatasan, yaitu dibatasi pada

dua jenis surat :

° Adami, Jazwi, Kejahatan Mengenai Pemalsuan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 100.



1. Surat yang dapat menimbulkan suatu hak atau suatu perikatan atau
suatu pembebasan hutang seperti surat perjanjian, surat jual beli, surat
sewa menyewa, surat penukaran barang, dan sebagainya.

2. Surat yang ditujukan untuk membuktikan suatu kejadian, yang
dimaksud dengan bukti adalah karena sifatnya surat itu memiliki
kekuatan pembuktian (bewijskraht), sedangkan sesuatu hal adalah
berupa kejadian atau peristiwa dalam, peristiwva mana mempunyai
suatu akibat hukum.

Hukum Islam syariatkan oleh Allah dengan tujuan pertama
merealisasikan dan melindungi kemaslahatan umat manusia, baik
kemaslahatan individu atau masyarakat. Kemaslahatan yang ingin
diwujudkan dalam hukum islam menyangkut seluruh aspek dharuriyat
(primer), hajjiyat (sekunder), maupun (stabilitas sosial).'

Dalam hukum positif yang terdapat didalam Kitab Undang -
undang hukum pidana (KUHP) pasal 263 melakukan kesalahan dalam
perbuatan tindak pidana pemalsuan surat dan merugikan orang lain dan
Negara maka dapat dipidana paling lama 15 (lima belas) tahun penjara.
Sedangkan di dalam hukum Islam orang yang melakukan prbuata tindak
pidana pemalsuan surat maka akan terkena hukuman ta zir. Ta zir adalah
hukuman yang ditetapkan syara’ dan diserahkan sepenuhnya oleh ulil
amri untuk menetapkannya, sedangkan para ulama’ figih mendefinisikan

sebagai hukuman yang wajib menjadi hak Allah dan Bani Adam pada tiap-

19 Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), 26.



tiap kemaksiatan yang tidak mempunyai putusan tertentu dan tidak pula
kafarahnya.'* Hukuman zazir ini jenisnya beragam namun secara garis
besar dapat dibagi. Hukuan takzir yang berkaitan dengan 4 (empat)
kelompo yaitu :*2
1. Hukuman ta zir yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang seperti
hukuman penjara dan hukuman pengasingan
2. Hukuman ta zir yang berkaitan dengan harta, seperti denda, penyitaan,
perampokan harta dan penghancuran barang
3. Hukuman ta zir yang berkaitan dengan badan seperti hukuman mati
dan hukuman jilid
4. Hukuman lain yang ditentukan oleh ulil amri dan kemaslahatan umum.
Berdasarkan jenis - jenis hukuman za’zir tersebut di atas, maka
hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pemalsuan surat adalah
hukuman jilid dan hukuman pengasingan. Umar Ibn Al-Khattab terhadap
Mu’an Ibn Zaidah yang memalsukan stempel Bait al-mal. Demikian pula
terhadap tindak pidana pemalsuan Al-qur’an. Khalifah Umar lbn Al-
Khattab mengasingan Mu’an Ibn Zaidah setelah sebelumnya dikenakan
hukuman za zir.**
Contoh lain segaja memakai surat palsu yang terjadi di desa sedati
gedekec. Sedati kab.sidoarjo yang dilakukan oleh terdakwa Tjong Suwun

antara tanggal 13 Oktober 2007 sampai dengan 12 Februari 2008 atau

A, Ruway Ar-Ruhaly, Fikih Umar 2, Penerjemahan, Basalamah, cet I. (Jakarta: Pustaka Al-
Kautsan, 1994), 110.

2 A. Rahman i. Doi, Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (syara), Cet | (Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 2002), 292.

3 A. Djazuli, Figh Jinayah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 200), 120.



setidak — tidaknya antara bulan Oktober 2007 sampai dengan Februari
2008 atau pada waktu — waktu tertentu setidak — tidaknya masih dalam
tahun 2007 smpai dengan tahun 2008 bertempat di kantor Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga Propinsi jawa Timur jl. Gayungan Kebonsari No. 167
Surabaya atau setidak — tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih
termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berhak
memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memakai surat palsu
atau yang di palsukan seoral — olah asli maka kalau mempergunakannya
dapat menimbulkan kerugian.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP tentang Tindak Pidana Pemalsuan surat.
Bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi semua
unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan dan alat
bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi syarat dua alat bukti
yang sah seperti ditentukan dalam pasal 183 KUHAP dimana antara alat
bukti yang satu dengan alat bukti lainnya terdapat hubungan yang saling
berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis bahwa
benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwa turut serta melakukan
tindak pidana tersebut. Menyatakan terdakwa TJONG SUWUN telah
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
“SENGAJA MEMAKAI SURAT PALSU ATAU YANG DIPASUKAN
SEOLAH — OLAH ASLI". Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh

karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) bulan.



Berdasarkan contoh kasus yang dipaparkan di atas maka, dapat
ditarik kesimpulan bahwasanya perbuatan memalsukan surat merupakan
perbuatan dusta (bohong), karena pada dasarnya perbuatan tersebut
terdapat perbuatan dusta yakni dengan tidak memberikan surat keterangan
yang sebenarnya atau sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan
seolah - olah sah maka kalau mempergunakannya dapat menimbulkan
kerugian. Didalam al-Quran sejumlah ayat yang melarang dengan tegas
untuk tidak berbuat dusta (al-Kidzb).** Sebagaimana di dalam firman

Allah surat An-Nahl ayat 116 :

guoaoot gooaoo godoouooot ooo
goduotd cuouod toooououod toooootoooododn
00000 [Dooodoooooooon oodoooo oooooodo
oooo&oL00 oot U doduodooot oot
00 oO0oOooodoood oood 0Doooo ooooodooodoodo
oo oooooogoaod
Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut
oleh lidahmu secara dusta "Ini halal dan Ini haram", untuk
mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya
orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah
tiadalah beruntung.

Asapun surat al-Qur’an tentang perbuatan dusta adalah surat Al-Hajj ayat
30, ditegaskan :

0ood ooogoogoono ooooooooo goodoo ooooogo
0 00000000 00000 ool@dos” oooooo oooooo
o0 0ooo ooooooooood ogogoon oooooooooo
gougouooooooood 0 bougoooobodoan goougododo
gooooooooon good JeUuooooogo
0000 000ooU0ooD oY oUUo 0oooouoouoooooo
Demikianlah (perintah Allah). Dan barangsiapa mengagungkan
apa-apa yang terhormat di sisi Allah. Maka itu adalah lebih baik
baginya di sisi Tuhannya. Dan Telah dihalalkan bagi kamu semua
binatang ternak, terkecuali yang diterangkan kepadamu

“ Topo Santoso, Menggagas Hukum pidana Islam, Cet. 2, (Bandung: Asy — Syamil, 2001), 132.



keharamannya, Maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis
itu dan jauhilah perkataan-perkataan dusta.’

Perbuatan - perbuatan yang termasuk dalam kelompok yang
hukumannya dapat dijatunkan apabila dikehendaki oleh kemaslahatan
umum, tidak bisa ditentukan jenisnya, karena perbuatan tersebut tidak
diharamkan karena zatnya melainkan karena sifatya. Apabila sifat tersebut
ada, maka perbuatannya diharamkan, dan apabila sifat tersebut tidak ada
maka perbuatan mubah. Sifat yang menjadi alasan (lllat) dikenakannya
hukuman atas perbuatan tersebut adalah membahayakan atau merugikan
kepentingan umum, maka perbuatan tersebut dianggap jarimah dan pelaku
dikenakkan hukuman. Akan tetapi, apabila dalam perbuatan tersebut tidak
ada unsur merugikan kepentingan umum maka perbuatan tersebut bukan
jarimah dan pelaku tidak dikenakan hukuman.*®

Melihat beberapa permasalahan mengenai pemalsuan surat tersebut
itulah yang menarik perhatian penulis serta menjadi alasan bagi penulis
untuk menulis judul skripsi: “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap
Tindak Pidana Putusan Nomor 244/PI1D.B/2014/PN.Sby. Di Pengadilan
Negeri Surabaya.

B. ldentifikasi

Dari paparan latar belakang di atas dapat diketahui bahwa pokok

yang ingin dikaji adalah :

1. Pengertian tindak pidana pemalsuan surat

' Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, 516.
'® Sayyid sabiqg, Figh Sunnah, jilid 10, (Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1987), 34.
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Pengertian tindak pidana pemalsua menurut hukum Islam

Sanksi pidana sengaja memakai surat palsu

Dasar hukum hakim Pengadilan Negeri Surabaya tentang tindak
pidana sengaja memakai surat palsu.

Deskripsi tindak pidana sengaja memakai surat palsu oleh hakim
Pengadilan Negeri Surabaya  dalam putusan Nomor
244/P1D.B/2014/PN.Sby.

Analisis hukum Islam terhadap tindak pidana sengaja memakai surat
palsu dalam putusan Nomor 244/PID.B/2014/PN.Sby, persepektif
figih.

Berdasarkan identifikasi di atas, maka ditetapkan batasan masalah

yang perlu dikaji. Studi dibatasi pada masalah yaitu Tindak pidana sengaja

memakai surat palsu dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor

244/ PID.B/2014/PN.Sby, persepektif figih jinayah.

. Batasan Masalah

Masalah tindak pidana sengaja memakai surat palsu masih

memuat suatu masalah yang bersifat umum dan global, sehingga

diperlukan suatu pembatasan masalah dalam pembahasannya. Dan dalam

hal ini batasan masalahnya adalah:

1.

Dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan hukuman
terhadap putusan nomor 244/P1D.B/2014/Pn.Sby?
Analisis hukum Islam terhadap pertimbangan hukum hakim putusan

Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 244/P1D.B/2014/PN.Sby?
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D. Rumusan Masalah
Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, agar lebih
praktis dan operasional, maka penulis mengambil beberapa rumusan
masalah yang akan dibahas yaitu sebagai berikut:*’

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan hukuman
terhadap putusan nomor 244/P1D.B/2014/Pn.Sby?

2. Analisis hukum Islam terhadap pertimbangan hukum hakim terhadap
putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 244/P1D.B/2014/PN.Sby?

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka ujuan penelitian yang

hendak dicapai sejalan dengan pertanyaan — pertanyaan di atas yaitu :

1. Untuk mengetahui sanksi hukuman tindak pidana sengaja memakai
surat palsu terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor
244/P1D.B/2014/PN.Shy.

2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap sanksi hukuman
tindak pidana sengaja memakai surat palsu terhadap putusan
Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 244/P1D.B/2014/PN.Sby.

F. Kajian Pustaka
Berkaitan dengan tema tindak pidana pemalusan dokumen pernah

dibahas oleh Mahasiswa Fakultas Syariah yang bernama Eni Farida Akbar

Y Tim Penyususn Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi, (
Surabaya : UIN Sunan Ampel Press, 2014 ), 8.
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dengan judul “Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah Oleh Calon Anggota
Legislatif Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia dan Hukum
Pidana Islam (Studi Putusan Di Pengadilan Negeri Surabaya)” pada tahun
2005. Adapun hasil temuan dari skripsi Eni Farida tersebut adalah
kejahatan tidak pidana pemalsuan ijazah oleh calon anggota legistatif,
maka undang — undang yang digunakan adalah Undang — Undang Nomor
12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum pasal 137 ayat (4) dan (7).

Penelitian selanjutnya “Putusan Pengadilan negeri Sidoarjo Nomor
653/Pid.B/2004/PN.Sda tentang tindak pidana pemalsuan surat pernyataan
jual beli tanah ditinjau dari hukum pidana islam” pada tahun 2005.
Adapun temuan dari penelitian ini adalah kejahatan tindak pidana
pemalsuan surat jual beli tanah dengan perkara Nomor
653/Pid.B/2004/PN.Sda, yang melanggar pasal 263 ayat (1) KUHP dengan
dijatuhi hukuman relatif meringankan bagi pelaku, sehingga dengan
putusan hakim yang menjatuhkan putusan 6 (enam) bulan penjara tidak
memberikan efek jera.’®

Selanjutnya, penelitian tindak pidana pemalsuan surat dalam
pandangan hukum Islam. Pada skripsi ini, penulis menguraikan masalah

yang diajukan dalam penelitian mengenai definisi pemalsuan dokumen

'8 Novvi Dina Mawarti, Skripsi “Putusan Pengadilan negeri Sidoarjo Nomor
653/Pid.B/2004/PN.Sda tentang tindak pidana pemalsuan surat pernyataan jual beli tanah
ditinjau dari hukum pidana islam”, (fakultas Syari’ah IAIN Sunan Ampel Surabaya 2005).
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dan pandangan hukum Islam terhadap sanksi pelaku tindak pidana tersebut
dalam Pengadian Negeri Depok.*®
Perbedaan dari beberapa penelitian diatas yaitu, bahwasanya pada
skripsi ini penulis meneliti tentang sanksi hukuman tindak pidana sengaja
memakai surat palsu dan melanggar pasal 263 ayat (2) KUHP. Sedangkan
penelitian pemalsuan ijazah penulis meneliti tentang pengertian pemalsuan
ijazah menurut hukum positif dan hukum Islam dan pemalsuan surat jual
beli tanah dan tindak pidana pemalsuan dokumen dan pandangan hukum
Islam terhadap sanksi bagi pelaku tindak pidana dalam pengadilan Negeri
Depok adalah penulis meneliti tentang pertimbangan hukum hakim dan
melanggar pasal 263 ayat (1) KUHP.
G. Kegunaan Penelitian
Hasil dari penelitian ini diharapkan ada nilai guna pada dua aspek :
1. Aspek kelimuan (teoritis), dapat dijadikan pedoman untuk menyusun
hipotesis penulis berikutnya, bila ada kesamaan dengan masalah ini,
dan memperluas khasanah ilmu pengetahuan tentang tindak pidana
yang berkaitan dengan masalah tindak pidana pemalsuan dokumen.
2. Aspek terapan praktis
a. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan
pertimbangan dan dapat bermanfaat khususnya bagi penegak

hukum di Indonesia.

' Dewi Kurnia Sari, Skripsi « Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dalam Pandangan Islam (Kajian
Atas Putusan Pengadilan Negeri Depok)”, (Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Syarif
Hidayatullah Jakarta 2009).
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b. Untuk menambah kesadaran mayarakat tentang penegakan sanksi
hukum tindak pidana pemalsuan dokumen, terutama bagi yang
beragama Islam.

c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan penyuluhan hukum
kepada masyarakat.

H. Definisi Operasional

Judul skripsi ini adalah “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap
Tindak Pidana Putusan Nomor 244/P1D.B/2014/PN.Sby. Di Pengadilan
Negeri Surabaya”. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas, agar
tidak terjadi kesalahpahaman di dalam memahami maksud ataupun arti
dari judul diatas maka perlu dijelaskan arti sebagaiu berikut :

Hukum pidana Islam adalah syariat Allah yang mengandung
kemaslahatan bagi kegidupan manusia, terutama syariat Allah yang
mengatur tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu ketertiban
umum,serta tindakan melawan peraturan-peraturan yang yang bersumber
dari al-Quran dan Hadis.

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya adalah pernyataan hakim
yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim
dalamsidang terbuka dan untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan

perkara gugatan (kontensius).°

*Prodjodikoro, wirjono. Azas — Azas hukum Pidana di Indonsia, (Jakarta: Penerbit PT Eresco.
1981), 199.
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Kejahatan pemalsuan surat adalah berupa kejahatan yang
didalamnya mengandung unsur keadaan ketidak benaran atau palsu dalam
suatu objek, yang sesuatu tampak dari luar yang seolah — olah benar
adanya, padahal sebenarnya bertentangan dengan kebenarannya. Perbuatan
ini dapat berupa penghapusan kalimat, angka, kata dan dapat berupa
penambahan satu kalimat.?

I. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam
penelitian skripsi ini, karena metode penelitian dapat menentukan langkah-
langkah dari suatu penulisan. Adapun metode penelitian yang dipakai
sebagai dasar penulisa ini sebagai berikut :

1. Data yang diperoleh
a. Data yang ada kaitannya dengan tindak pidana pemalsuan surat
b. Data yang ada kaitannya dengan hukum pidana Islam tentang tindak
pidana pemalsuan surat
c. Data yang diambil dari putusa Pengadilan Negeri Surabaya Nomor
244/P1D.B/2014/PN.Shy
2. Jenis data dan sumber
Data adalah hasil pencatatan penelitian baik berupa fakta dan
data yang diperoleh baik dari sumber sekunder maupun sumber primer.

Data-data yang dikumpulkan dalam penulisan skripsi ini adalah data

2! Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet. 2 (Jakarta: Balai
Pustaka, 1991), 639.
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Kualitatif. Data kualitatif adalah penelitian yang data umumnya dalam
bentuk narasi atau gambar-gambar.

Untuk mendukung tercapainya data penelitian di atas, sumber
data merupakan bagian dari skripsi yang akan menentukan keontetikan
skripsi, berkenaan dengan skripsi ini sumber data yang dihimpun dari :
a. Sumber Primer

Dokumentasi pada tingkat pertama dalam acara biasa Putusan
Pengadilan Negeri Surabay Nomor 244/PID.B/2014/PN.Sby.
tentang tindak pidana sengaja memakai surat palsu yang lakukan
oleh terdakwa TJONG SUWUN dan dikenakkan pasal 263 ayat (2)
KUHP dengan menjatuhkan hukuman penjara 5 (lima) bulan.?
b. Sumber Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang berupa kitab
— kitab atau bahan bacaan lain yang memiliki keterkaitan dengan
bahan skripsi, misalnya :

1) Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannaya

2) Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa
Indonesia

3) Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual karangan
Abd. Wahid dan Muhammad Irfan

4) Kejahatan Mengenai Pemalsuan karangan Adami Chazawi

*? putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 244/P1D.B/2014/PN.Sby
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5) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan KUHAP karangan
Dr. Andi Hamzah, SH
6) Figh Jinayah karangan A. Djazuli

7) Figh Sunnah, jilid 10, karangan Sayyid Sabiq

8) Asas-Asas Hukum Pidana, karangan Moeljatno

9) Fikih Umar 2 Penerjemahan, Basalamah karangan A, Ruway
Ar-Ruhaly

10) Asas-Asas Hukum Pidana Islam karangan Ahmad Hanafi

11) Shahih Sunan Tirmidzi Muhammad Nashiruddin Al-Albani

12) Azas — Azas hukum Pidana di Indonsia, wirjono Prodjodikoro

13) At-Tasyri’ Al-Jindi Al-1slami, Abdul Qadir Audah

14) Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (syara) karangan A.

Rahman
15) Menggagas Hukum pidana Islam, Topo Santoso
3. Teknik Pengumpulan Data
Data penelitian dikumpulkan dengan teknik pengumpulan

Dokumentasi  yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan
menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen
tertulis maupun elektronik.?®

4. Teknik Pengolahan Data

% pedoman Penulisan Skripsis Tim Penyususn Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Petunjuk
Teknis Penulisan...,9.
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Setelah seluruh data terkumpul kemudian dianalisis dengan

tahapan — tahapan sebagai berikut :

a. Editing, yaitu pemeriksaan kembali terhadap semua data yang telah

diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kevalidan, kejelasan
makna, keselarasan dan Kkesesuaian antara data primer dan
sekunder tentang pemalsuan dokumen dalam  putusan

No0.244/PID.B/2014/PN.Sby. Persepektif figih jinaya.

. Organizing, yaitu menyusun dan mensistematiskan data — data

yang telah diperoleh tentang tindak pidana sengaja memakai surat
palsu dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor
244/P1D.B/2014/PN.Shy.

Analyzing, yaitu tahapan analisis terhadap data, mengenai hukuman
Tindak pidana sengaja memakai surat palsu dalam putusan
Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 244/PID.B/2014/PN.Shy.

Persepektif figih jinayah. **

J. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan masalah — masalah dalam

penulisan skripsi ini dan agar dipahami permasalahannya seara sistematis,

maka pemabahasannya disusun dalam bab — bab yang masing — masing

bab mengandung sub bab, sehingga tergambar keterkaitan yang sistematis.

Berikut ini akan penulis gambarkan mengenai  sistematika

pembahasannyayang terdiri :

** Ibid, 20
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Pendahuluan, bab ini merupakan gambaran tentang skripsi, yang
berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan
masala, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian,
kegunaan hasil penelitian, kajian pustaka, definisi operasional,
metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab ini membahas tentang hukuman fazir, secara umum
menurut figih jinayah mulai dari apa yang dimaksud tindak
pidana pemalsuan, sanksi apa yang harus diterapkan dalam
tindak pidana pemalsuan, dasar apa yang harus digunakan dalam
putusan tindak pidana pemalsuan.

Memuat tentang penyelesaian atau penetapan tindak pidana
pemalsuan di Pengadilan Negeri Surabaya. Bab ini menjelaskan
tentang deskripsi putusan Pengadian Negeri Surabaya Nomor
244/P1D.B/2014/PN.Sby, dasar hukum pertimbangan hukum
hakim Pengadilan Negeri Surabaya, yang mengabulkan
hukuman tindak pidana pemalsuan dalam putusan Nomor

244/P1D.B/2014/PN.Shy.

Memuat figih jinayah tentang hukuman tindak pidana sengaja
memakai surat palsu putusan Pengadilan Negeri Surabaya
Nomor 244/PID.B/2014/PN.Sby. Bab ini mengemukakan
analisis terhadap dasar pertimbangan hukum hakim Pengadilan
Negeri Surabaya tindak pidana pemalsuan putusan Nomor

244/P1D.B/2014/PN.Sbhy. Serta nilai kesesuaian hukuman tindak
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pidana pemalsuan Pegadila Negeri Surabaya putusa Nomor

244/P1D.B/2014/PN.Sby.

Penutup. Bab ini mengemukakan kesimpulan dari semua
jawaban atas semua permasalahan yang dibahas dalam skripsi
ini, sedangkan saran dikemukakan untuk memberi masukan
kepada pengadilan negeri Surabaya dan lembaga penegak
hukum yang terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam

skripsi ini.



